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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis 

dalam penelitian ini terkait dengan pengaturan dan akibat hukum surrogate 

mother di Indonesia, maka penulis akan menarik kesimpulan antara lain: 

A. Metode surrogate mother merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, 

tetapi perjanjian surrogate mother tidak memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian, karena perjanjian surrogate mother tidak memenuhi unsur 

keempat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang tidak 

terlarang. Adapun perjanjian surrogate mother tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau 

Kehamilan Di Luar Cara Alamiah, karena berdasarkan peraturan 

perundang-undangan di atas, metode surrogate mother adalah bukan 

merupakan upaya kehamilan di luar cara alamiah yang terdapat di dalam 

perundang-undangan tersebut. Lebih lanjut, surrogate mother juga tidak 

sesuai dengan sebagian besar norma agama yang berada di masyarakat 

Indonesia, salah satunya adalah norma Agama Islam yang 

mengharamkan metode surrogate mother melalui Fatwa MUI Tahun 

2006. Selain itu, dalam perspektif HAM metode surrogate mother 

dianggap tidak bersesuaian, karena dalam rangka pemenuhan hak untuk 

berkeluarga dan melanjutkan keturunan bagi pasangan suami istri yang 

mengalami infertilitas melalui metode surrogate mother, harus juga 

memperhatikan hak-hak orang lain yang dapat hapus akibat hal tersebut, 

contohnya adalah hak-hak anak yang lahir melalui metode surrogate 
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mother dan hak-hak ibu pengganti. Maka dari itu, apabila dicermati 

melalui hukum perdata, hukum kesehatan, serta hukum HAM, ketiga 

aspek hukum tersebut melarang atau tidak memperbolehkan hadirnya 

metode surrogate mother di Indonesia, karena hal tersebut melanggar 

peraturan perundang-undangan serta sebagian besar norma agama yang 

berada di Indonesia, dan hal tersebut juga dapat merampas hak-hak orang 

lain. 

B. Perjanjian surrogate mother tidak memenuhi unsur keempat yaitu suatu 

sebab yang tidak terlarang atau kausa yang halal. Maka perjanjian yang 

dibuat antara pasangan suami istri (Pasangan S dan B) dengan kakak dari 

istri (S) adalah tidak memenuhi unsur suatu sebab yang tidak terlarang 

yang merupakan syarat objektif pada Pasal 1320 KUHPerdata, karena 

metode surrogate mother tidak sesuai dengan upaya kehamilan di luar 

cara alamiah di Indonesia yang salah satu pengaturannya terdapat di 

dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Maka akibatnya 

adalah perjanjian di antara pasangan suami istri berinisial (S) serta suami 

berinisial (B) dengan kakak dari istri (S) adalah batal demi hukum atau 

dapat dikatakan seakan-akan perjanjian di antara pasangan suami istri 

berinisial (S) serta suami berinisial (B) dengan kakak dari istri (S) 

tersebut tidak pernah terjadi. Terdapat 2 (dua) kemungkinan dari status 

anak yang dilahirkan melalui metode surrogate mother yang dilakukan 

oleh pasangan suami istri asal Papua dengan bantuan kakak dari sang istri 

sebagai ibu penggantinya, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Apabila 

ibu pengganti yaitu kakak dari (S) terikat dalam perkawinan yang sah 

atau mempunyai suami, anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti 

yaitu kakak dari (S). Kemudian, Apabila ibu pengganti yaitu kakak dari S 

berstatus janda atau gadis (tidak mempunyai suami maupun tidak terikat 

dalam perkawinan), maka anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang terkait dengan dengan pengaturan dan akibat 

hukum surrogate mother di Indonesia, maka penulis memiliki beberapa saran 

yang terkait dengan permasalahan tersebut, yaitu: 

A. Surrogate mother merupakan salah satu upaya kehamilan di luar cara 

alamiah, peraturan mengenai upaya kehamilan di luar cara alamiah 

terdapat di dalam berbagai undang-undang, khususnya di dalam undang-

undang yang menyangkut mengenai kesehatan, maka saran yang akan 

disampaikan oleh penulis adalah seharusnya legislatif selaku pembentuk 

undang-undang menyatakan secara jelas dan terang dalam peraturan 

perundang-undangan yang menyangkut upaya kehamilan di luar cara 

alamiah mengenai upaya apa saja yang dapat diberlakukan serta 

mencantumkan upaya apa saja yang tidak dapat diberlakukan, sehingga 

tidak terdapat ketentuan yang samar dan multitafsir. 

Lalu, seharusnya legislatif selaku pembentuk undang-undang melarang 

metode surrogate mother dalam undang-undang yang menyangkut 

dengan upaya kehamilan di luar cara alamiah, sehingga tidak 

menimbulkan kebingungan yang berujung pada kerugian di masyarakat 

Indonesia. 

B. Selain menyatakan mengenai larangan metode surrogate mother dalam 

undang-undang, pemerintah juga harus memberikan penyuluhan-

penyuluhan baik terhadap Masyarakat Indonesia maupun tenaga 

kesehatan atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan upaya 

kehamilan di luar cara alamiah, sehingga masyarakat serta tenaga 

kesehatan paham mengenai masalah-masalah yang akan timbul akibat 

dari pemberlakuan metode surrogate mother dan diharapkan Masyarakat 

Indonesia sadar akan kerugian apabila mereka melakukan metode 

surrogate mother sebagai upaya untuk melanjutkan keturunan. Terdapat 

alternatif lain bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas yaitu 

dengan melakukan pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi anak. 
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